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ABSTRAK

Putusan Pailit Pengadilan Niaga Adas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
(Dayu Medina, 02140241, Fakulbias 1ukum Universitas Andalas, 74 halaman.
20065

Pengadilan Miaga adalab diferensios: dane Peradilan Umum. Lembaga ini
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tabun 1998 vane kemudian divndangan, menjadi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998, Keberadaan Pengadilan MNiaga ditujukan untule melindung kreditor
dart ancaman tidak dapat dibayarkannya wtang oleh debitor. Kemudian karcna
dirasakan peratuman perundang-undangan terschut belum memadai, dan kurang
sesuai lagi dengan keadszan perchonomian nasional saz! mi, maka dibuatlah
undonp-undang yvang baru yatu Undinp-Urdang NMomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewsjihan Pembavaran Dlang, Permasalahan vang
diangkat dalam penulisan skeipst i adalah: sehab tidak dibavarkan dividen PT
Dharmala Sakt Separtera oleh PT. Asurimst Jrwa Manulife Indonesia; Pengaruh
solvabilitas perusahazn ferhadap puiesan pailit, Kendala-Kendala vang dihadapi
olel  Pengadilan Miaga  dalam menjadankan perannya.Untuk  menjavwab
permasalaban  tersebut, maka dilakokan penebtian dengzan metade yundis
sostalogis dengan tekrik pengumpulan data melalu: lapengan berups wavwancam
dan studi kepustakaan Tempnt penelitian dilakukan di Peagadilan Minga Jakarta
Pusat. Dalam perkara kepalitan PT. Asuranst Jiwa Maonulide pada tahun 2602
lerjadi perbedaan putusan vange dikeluarkan eleh Pengadilan Miaps denpan
Mahkamah Agung, karcnaz masing-masing mempunvai dasar dan zlasan dalam
memutuskan perkara tessehut, Mamun perbedaan o juge timbul akibal adanva
perbedaan persepst tendang ada alan Gdaknyih utang, serta apakab ulang tersebut
telah jatuh tempo dan dapat ditagrh. Hal sta terjadi karena tidak ada penjelasan
tentang wiang dan jatuh tempo serta dapat ditagithnya utang tersehut. Pada saat o
perusahaszn asurans: tersebut dalom keadaan selvewn, namun keadoan e nidak
dipernatikan oleh magehs hakim, karena memadg telak ada svarat suate penisaban
vang dipatlitkan harus perusshaan vang msofvensi. Dalam mengalankan perasamya
tersebut Pengadilan Miaga harus mampu untals membuat manajemen vang haik,
serla meningkatkan sumher dava marusia,
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia, Krisis moneter i
diawall dengan melemahnyva nilai takar rupiah terhadup milat tukar dolar Amerika
Serikat. Hal e mengakibatkon utang-utang pengusaba Indonesiz dalam valua
asing. \erutama terhadap kreditor luar negeri semakin memhenzkak, Dan kondisi
tersebn juga tidak jash berbeda dialami aleh kreditor dalam BERCTE Yany
memberikan pitang kepada debiter, namuon lerancam utang fersebul odak dapa:
dibavarkan.

Dihadapkan pada kondisi tersebut. para kreditor mencari sorana uniik
dapat menagih piutangnva. Namun menggunakan mekanisme resirekiunisesi uang
tidak menjaniikan bepitu juga dengan kepailitan, karena pengaturan vang mesth
menggunakan  Forlissemessiverordening,  Alas  desabkan herbagul  pihak.
Pemenmiah Indonesia melshirkan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang Namar | Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Leneanp
kepailiien (Perpe Kepailitan), Kemudian tanggal 9 September 1998 Perpy
beepailitan tersebut dirubah menjad: Undang-Undang Namor 4 Tabun 199%. Dan
kemudian pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-1Undang Nomor 37 Tahun 2004
tenfang kepailitan dan Penundaan Pembayarn Utang puna menyempurnakan
undang-undang sehelumnva,

Perubahan terhadap Undang-Lindang Nomor 4 Tahun 1998 di pengaruhi

oleh  beherapy  pengaturan  yang  dirasa  kusang  ideal  uniuk mCnopPang

' Sutan Remy Siabdeini, ek Keparsfiton. PT. Postaka Uiama Grafi, Jaarta, 20072, Jal
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perkembanpan perekonomian, sepert Jangka wakiu dan mekanisme penvelesaian
permohonan kepailitan. Dan salah satu latar belakang perubabun ersebut adalah
pemaiitan terhadap perusshaan perasuransian,

Diimana pada tahun 2002, dunia perssuransien Indonesia dikejutkan oleh
adanya permohonan pailit yang ditujukan kepada scbuah perusahaan asurans
yang cukup besar, vaitn PT. Asuransi Jiwa Manulife Tndonesin. Perusahzm
asuransi tersebul sast ity mempunyvai nssel sebesar Ry, 1.812 wrilion, dan wrmlah
kewajiban sebesar Rp. 1,596 Miliar, dan rasio modulnya werbadap risiko vang
ditanggungnya (RBC) sebesar 167,26 persen® Denpan demikian nerusahaan
asurans! il termasek perusahasn asuransi besar di Indonesia,

Permohonan pailit terhadapn PT. Asuransi Jiwa Mamilife [ndonesiy
digiekan oleh kararor PT, Dhanmala Sakti sejahtera pada tahun [W9S
Pertimbangan PT, Dharmala Saks Sejabtera mengajukan permobonen pailit aios
FT. Asurznsi Jiwa Manulife Indonesia adaleh tidak dibavar divicdlen atau
keuntungan yang seharusnva diterima oleh PT. Dharmala Sakoi Sejahtera sebapa
pemegang szham sebesar 40 %, Schubungan dengan keadaan PT. Dharmiais Saki
Sejahtera dalam keadzan paili. maka sepala  sesuan Vang  menyangkut
pengurusan harta kekavaannyva dilakukan oleh kurator.

sesudah mengalami proses pemeriksaan, berdasarkan Punsan Pengadilan
Niaga lakarla Pusat Momor T0/PAILIT/2002PN. NIAGA, JET. PST tanggal 14
dumt 2002 T, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinvatakan pailit. Kemudiain PT.
Asuransi liwa Manulife Indonesta mengajukan kasasi, dan Reputusan  kasasi

tersehut memutuskan pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Niaga.

* Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tadien buba 1998 don 1999 vans
Tibuar eleh Emst dan Youna

j-3



fE—

MNamun sebelum dianulirnya keputusan pailit vleb Mahkamah Agung,
perkar im menyita perhatian masyaakat Indonesia, dan juga dunia Intemasional
khususnya Pemenimtahan kRanada, Karena pemilik saham terbesar perusahnan
tersebut adalab perusabaan asuranst besar milik Kanade, Dengan adunyn putusan
tersebut memmbutkan tekanan terbadap Pemenntzh Indonesia sendin, vaitu
melele pendapat-pendapat vang diberikan oleh pibak internasional, misginys s
Herve Ladseus (Duta Besar Praneis untuk  Indecesial menyatakan bahwa
Pemerintuh Republik Indonesia hares bersikap tepas dalam menceakkan aturan
Aukum, apar investor asing mendapal kepastian keamanan atas modal vang telah
ditanamkan di Tndanesia™’

Berdasarkan Jatar belakang tersebat diatas penubis tertank untuk menelin
dan menuangkan dalam bentuk sknipst yang herjudul

“PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA ATAS IPL, ASURANST JIWA
MANULIFE INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN PT. DHARMALA
SARKTI SEJAHTERA™

15, Rumusan Masalah
Adapun rumusan masatah dan skrepsomn sebagae berikut
b Apakah permaszlahan pembayaran dividen oleh 1T Asuranse Jiwa

Manulife kepada PT. Dharmala Sakti Sejabtera?

1=d

Apnkah sedvabifiios suate perosabaan ssurans dupal dijmdikan sebaom
perimbangan dalam memutuskan perkara kepatlitan perusahaan aseransy!
30 Apasaga kendala vang dihadapn aleh Pengadilan Niaega dalam menjalankan

perinnya”?

" Rompas 20 Jani 2002, | il TR



BADB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dan wraian-uratan wang telah diiomukakan sebelumnyn dapat ditarik

kesimpulan sehapai berikut:

1:

Perkara permohonan pernvataar pailit vang diajukan oleh FT. Dharmala
Saku Sejahter denpan PT. Asumansi Jiwa Manulife  Tndonesia merepalkan
scbuch  perkarn permoboman pailit veng  berdampak  nepant bazi
perkembanpan usaha asurensi Indoncsia, karema tidak adanya persvaratan
pengajuan permahonan pailil vang kbusus bages perusahasn asuans dan tidak

adanya defims ientang wlang,

Dalam permehonan kepailitan dersebul ternvate PT, Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia dalam kepdzan kevangan yang cukup baik, sehioges pulusan pailit
vang dikeluarkan oleh Pengadilan Miaga membrat masahah dan investor gusar.
Nazmun baik hakim Penpadilen Niapa maopun Mabkamah Agung tdak
mendasarkan putusannya pada kﬂﬂlﬁﬂﬁ"l: solven perusahaan tersehut, karena
wolvabthitas  perusahzan bukan merupakan  syvarst  ueick  diajukan  dan
Skabulkannya permohenan paili

“=lam menjalankan perannya Pengadilan Niaga sering, mengalami kendala
=zra lain; tumpang tindih kewenangan dengan Peneadilan Neeeri dan
—=mbaga Arbitrase. Mamun hal tersebut dapat diatast denpan melihat titik
= 2% dart masing-masing lembaga peradilan no sendire. Dan klaosala arbitrase
“oak dapal mengenyvampingkan Kewenangan  Penpadilan Niaga  dalam
me=eriksa dan omemuetus perobonan pailin karena kepailitan menvangkut

S=mewn stalus perusahaan ilu sedicd, Don kendals lain vang terjadi zdalah



keterbatasan waktu dan sumber dova ngnosia, masalah ini dopat diatasi
dengan managemen vang baik serta pembekalan-pembekalun bagi hakin dan

panitera.

B. SARAN

Nenlasarkan dart hasil pembahasan yang telab dikemuokakan smapai

kepada kesimpulan, maka pada skhir penulisan im akan disampaikan beberapa

saran sebapai bertkut:

L

L]

Dengan  berlakusez  undang-undang  vang hern tentang kepailitan dan
penundaan kewnjiban pembayaran utang, maka seharusnya dapan melindungi
para debitor vang beritikad baik, dan juga pera kredilor minorios. Selain it
dibarapkan bahwa pengadilan-pun dapat memberikan kesempatan  yang
seluas-luasnva untuk dindakan perdameian, sebelum adanyi putasan palil.
Schaiknya pemerintah menberikan pengaturan yang berbeda pada seliap jenis
dehitor berdazarkan kriterianva, ﬂching__rgf;, aturan tesehul memang cocek dan
tepat bag kategori-kategori debitor terselu, dan menvempurnakan Undang-
Undang Kepailitzn datam hal persvaratan penpajusn permohenam paily
debitor, seperti syarat insolvensi debitor, dun adanva kategort debitor.

Dalam menjalankan perannya Mengadilan Miaga harus terus mengembangkan
Sumber Dava Mansianva karena perkembimpan hiding perniagaan saat ind
sanpat pesal. sehingga harus diimbang? oleh kemampuan setiap aparat
penceak keadilan, Serta seharusnyva dalam memuotuskan suaty persar aparat
penepak hukum {hakimy haras memperhatikan kepentingan wmum, walaupun

tidak harus terpengaroh oleh pikak manzpan,



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal, Huwkum Fepoditan dan Penundaan Pembavaran of Indonesia,
PT. Rajagrafindo Persada, Jakara, 2002

Fuady, Munir, Sk Peilie 7995 DT, Citea Aditva Raku, Dandung, 1999

Karonn, Kepailitan den Pevpndoon Pembaveran, Pradnva Pacemit, Jokari,
1985

Lontoh, Rudy, Peovelesaian Cliane aton Penwnddoon Sewaithan Pembiparean
Ctane, Alumni, Bandung, 2001

Mutjadi, Karini, dan Gunawsn Widigia, Pedveran Memampant Perkara
Kepailitan, PT. Gralindo Persada, Jakaria, 2003

N.;_J.['mg, Imean, Peran dan Tarneemenr Jwah Kuralfor dabam Pangunson dan
Pomberasas Harta Pailis, PT, Rajagralindo Peesoda, Takarta, 2004

Usman, Rachmmady, Dwensi ko F;':f;.'ru'.l'r'r-:'rrr ai ndonesio, P, Gremedia
Pustaka Utama, fakarts, 2004

Sjahdeini, Sutan Bemy, Hukemt Nepoilican, PT. Pustaka Uhama Gradi.
Iakarta, 2002

Sutantic, Retaowalan, dan Iskandar Oeripkartawinate, Mukum Aeara Perdaia
dalam Teard den Probes, OV, Mandar Majo, Bandung, 1997

Suyudi, Ana, dkk, Aepailifon o Negeed Pailiy, Pusat Swdi Hukum dan
.zbijakan Indonesia, Jakarta, 2004

Wignjosumarto,  Porwoln,  Hukweer Kepadlian Selovang Pandong, PT,

Tatanusa, Jakarla, 2003



